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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:
SITI KHANIROH binti ASROWI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman
Dusun Carikan RT 02 RW 01, Desa Ringinanom, Kecamatan
Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
sebagai "Penggugat”;
Melawan

SISWANTO bin BAHRUDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun
Bogowanti Lor RT 02 RW 014, Desa Borobudur, Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa

bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 juli 2017 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1227/Pdt.G/
2017/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-

dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tangga 10 Desember 2009 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang
Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk .11.08.20/ PW.01/D/80/XI1/2015 ( Kutipan Akta Nikah Nomer
470/37/X11/2009 ) Tertanggal 29 Desember 2015 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bogowanti Lor RT
02 RW 014, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri (ba’dadduhul) dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama:
AHMAD RAKA ARDIANTO , laki-laki, lahir 13 Desember 2010 , Adapun
anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat

4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat
jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk,, Tergugat sering marah pada Penggugat kalau
sedang marah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan
kekerasan fisik pada Penggugat , maka telah mengakibatkan perselisihan
dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan September 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah
orang tua Penggugat di Dusun Carikan RT 02 RW 01, Desa Ringinanom,
Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang , Sselanjutnya antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan
lamanya dan selama 1 tahun 10 bulan berpisah Tergugat tidak pernah
datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan
dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang
tua Tergugat supaya rukun akan tetapi tidak membuahkan hasil;
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7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama
Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan
perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon
agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh
Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22
Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (SISWANTO bin

BAHRUDIN ) terhadap Penggugat ( SITI KHANIROH binti ASROWI );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
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4, Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam
persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan
Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 19 Juli 2017, dan Relaas Panggilan
dengan Nomor yang sama tanggal 2 Agsutsu 2017, telah dipanggil oleh Juru
Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar
menempuh upaya damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian
dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308114903920006 tanggal
14-10-2012 atas nama SITI KHANIROH vyang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan
sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti
kode P.1;

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor
Kk.11.08.20/PW.01/D/80/X11/2015 tanggal 29 Desember 2015, telah
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dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,

kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

1. M.SADIQ bin DULLA KOMARI, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Carikan RT 02 RW 01, Desa
Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui keduanya sebagai suami

isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bogowanti
termasuk wilayah Kabupaten Magelang;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1
orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja
kebutuhan rumah tangga Tergugat sering marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir 2015 yang
hingga sekarang selama lebih 1 tahun 9 bulan, Penggugat bertempat
tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

rukun kembali;
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- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk

rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. ASROWI bin ASNGADI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Carikan RT 02 RW 01 Desa
Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami
isteri;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1
orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja
kebutuhan rumah tangga Tergugat sering marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir 2015 yang
hingga sekarang selama lebih 1 tahun 9 bulan, Penggugat bertempat
tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk

rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat

membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan

keterangan serta alat bukti lagi;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan,
yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan
mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang
sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga
perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat
dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara
maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3
tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini

secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)
terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagimana tersebut dalam surat
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gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan AgamaMungkid, maka
pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama

Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka
terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya

berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai
terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2013 antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus
disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat sering
minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah pada Penggugat
kalau sedang marah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan
kekerasan fisik pada Penggugat, maka telah mengakibatkan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus berkepanjangan; Bahwa akibat dari perselisihan
dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2015 Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Dusun Carikan RT
02 RW 01, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang,
selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun
10 bulan lamanya dan selama 1 tahun 9 bulan berpisah Tergugat tidak pernah
datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat

dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan
dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan layaknya suami isteri (ba’da dukhul), namun belum
dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak
sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila

terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis
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mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-

orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing
bernama M.SADIQ bin DULLA KOMARI dan ASROWI bin ASNGADI yang
menerangkan;

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka

sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja
kebutuhan rumah tangga Tergugat sering marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir 2015 yang hingga
sekarang selama lebih 1 tahun 9 bulan, Penggugat bertempat tinggal di
rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang
tuanya;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi
tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan
yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada
tahun 2009 hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun awal tahun 2013,
dan sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja kebutuhan rumah tangga
Tergugat sering marah kepada Penggugat. Akibatnya sejak akhir tahun 2015
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Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga kini 1 tahun 9 bulan. Para saksi

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman

346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

wolall ade 5l lg>9 ] a>g ) ans, pac 2l lg
a1l

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis
berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian
memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai
ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan

Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka
Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,
maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini
selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Syara® yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SISWANTO bin
BAHRUDIN) terhadap Penggugat (SITI KHANIROH binti ASROWI);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tempuran Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada
hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28
Zulgaidah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang
terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.
NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.
sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota,
serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.
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Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000
Proses : Rp. 50.000
Panggilan : Rp. 190.000
Redaksi . Rp. 5.000
Meterai . Rp. 6.000
Jumlah Rp. 281.000

agrwbpPE
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